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A B S T R A C T        
This study aimed to identify and describe the implementation of the 

business service retribution policy at the Lombongo tourist attraction in 

Bone Bolango Regency. A qualitative approach with a descriptive 

research type was used. The data collection involved observation, 

interviews, and documentation. Additionally, the data analysis was 

conducted using the Huberman model. Based on the results of this study, 

it can be concluded that the implementation of the business service 

retribution policy at the Lombongo tourist attraction of the business 

service retribution policy at the Lombongo tourist attarction in Bone 

Bolango Regency has not been well executed. From the communication 

aspect, the communication between th implementation between the 

implementers and the target group was good vertically, but there was a 

gap between the information obtained and the field observations, 

indicating a need for optimization. The resource aspect, including human 

resources, facilities, and budget, still needs to be improved for the 

development of the Lombongo tourist attraction. The dispotion/attitude 

aspect of the implementation was not well executed, as there were still 

visitors who were unaware of the retribution payment due to the lack of 

strictness of the retribution collectors in performing their duties. The 

bureaucratic stucture aspect was well executed, with apparent authority 

and exisiting SOPs related to retribution collection at the tourist 

attraction in Bone Bolango Regency.  

A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan retribusi jasa 

usaha pada objek wisata Lombongo Kab. Bone Bolango. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan model Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kab. Bone Bolango belum berjalan dengan baik 

dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara 

vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, 

sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan 

anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, 

aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung 

yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi 

dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya 

tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kab. Bone 

Bolango.  
 H

 
PENDAHULUAN 

Pariwisata adalah salah satu sektor dengan peluang besar untuk memajukan perekonomian 
nasional saat ini. Peran sektor pariwisata nasional menjadi semakin penting dengan perkembangan dan 
kontribusi yang diberikannya, termasuk penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, 
serta penyerapan investasi dan tenaga kerja. Selain itu, pariwisata juga mendukung perkembangan usaha 
di berbagai daerah di Indonesia. Sektor ini menarik dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor 
terkait, seperti hotel dan restoran, transportasi, industri kerajinan, dan lainnya. 

Selain itu, sektor pariwisata memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, salah satunya 
adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi objek wisata. Jika objek-
objek wisata dikelola dan dikembangkan dengan baik, mereka akan menjadi tujuan wisata yang menarik. 
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Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung akan langsung menambah Pendapatan Asli Daerah dan 
pendapatan masyarakat sekitar melalui retribusi objek wisata tersebut. 

Tujuan utama dari retribusi ini meliputi peningkatan pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi, 
peningkatan ketertiban pengunjung, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, retribusi juga 
memiliki fungsi penting bagi daerah, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan 
perekonomian daerah, dan sebagai alat untuk membangun fasilitas daerah. Sektor retribusi sangat terkait 
dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan 
berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin besar pula potensi retribusi yang bisa dipungut. 

Daerah yang memiliki potensi cukup besar di Provinsi Gorontalo salah satunya adalah Kota 
Gorontalo. Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Gorontalo banyak mengandalkan sektor industri, 
perdagangan, dan jasa yang dapat dikenai tarif retribusi. Berbagai jenis retribusi ini dapat menjadi 
penyumbang penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Untuk mengelola 
potensi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini juga berlaku di salah satu Kabupaten di 
Kota Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone yang mewujudkan program-program pembangunan baik jangka 
pendek maupun panjang dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pengenaan pajak dan 
retribusi daerah.  

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi unggulan yakni pariwisata seperti wisata alam dan 
wisata bahari, salah satunya adalah objek wisata Lombongo yang merupakan salah satu destinasi yang 
cukup diminati oleh masyarakat Gorontalo. Sejak didirikannya, tempat wisata ini telah menjadi alternatif 
yang populer bagi masyarakat, dan jumlah pengunjungnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. 
Maka dari itu, diharapkan objek wisata Lombongo dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 
mendukung otonomi ekonomi, terutama melalui pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Lombongo Kab. Bone Bolango Tahun 2020-
2023 

 
Tahun  

Wisatawan   
Jumlah  Mancanegara  Nusantara  

2020 - 7.845 7.845 
2021 - 16.495 16.495 
2022 30 8.693 8.723 

2023 - 4.228 4.228 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bone Bolango Tahun 2023 
Dari Tabel 1 diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan objek wisata Lombongo pada tahun 2020 

mencapai 7.845 orang, kemudian meningkat pada tahun 2021 mencapai angka 16.495 orang. Selanjutnya, 
pada tahun 2022 jumlah kunjungan objek wisata Lombongo mengalami penurunan drastis sebanyak 
8.723. Serta, pada tahun 2023 objek wisata Lombongo kembali mengalami penurunan  jumlah kunjungan 
wisatawan menjadi 4.228 orang. 

Berangkat dari data kunjungan jumlah wisatawan tersebut, maka peneliti mencoba 
membandingkan data tersebut dengan data pendapatan dari retribusi wisata objek wisata Lombongo 
untuk mengetahui apakah terjadi keseimbangan antara jumlah wisatawan yang berkunjung dengan 
pendapatan retribusi objek wisata Lombongo tersebut pada 3 (tiga) tahun terakhir: 
Tabel 2. Data Pendapatan Retribusi Objek Wisata Lombongo Kab. Bone Bolango Tahun 2020-2023 

Tahun  Total Realisasi 
2020 149.055.000 
2021 313.405.000 
2022 165.737.000 
2023 42.280.000 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bone Bolango Tahun 2023 
Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan retribusi pada tahun 2020 mencapai 

149.055.000, kemudian pada tahun 2021 jumlah pendapatan retribusi meningkat menjadi 313.405.000, 
lalu pada tahun 2022 jumlah pendapatan retribusi menurun menjadi 165.737.000, dan pada tahun 2023 
jumlah pendapatan rertibusi juga menurun menjadi 42.280.000.  

Dengan demikian, Sebagai akibat dari kurangnya kunjungan, jumlah kunjungan wisatawan dan 
pendapatan retribusi telah mengalami penurunan, menurut data nyata dan fakta di lapangan. Salah satu 
faktor penyebabnya ialah sempat terjadinya kenaikan tarif retribusi serta masih adanya pengunjung yang 
belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi dengan alasan mereka adalah pemilik tanah atau 
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ikut serta dalam membantu pembangunan objek wisata tersebut, serta kurang tegasnya petugas 
pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 
objek wisata Lombongo Kab. Bone Bolango  dengan mengambil judul Implementasi Kebijakan Retribusi 
Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo di Kab. Bone Bolango dilihat dari aspek: a) Komunikasi, b) 
Sumberdaya, c) Disposisi/sikap pelaksana, dan d) Struktur Birokrasi. 
 
TINJAUAN PUSTAKA  
Kebijakan Publik  

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "polis", yang berarti 
negara atau kota, dan kemudian berkembang ke dalam bahasa Latin "politia", yang berarti negara. Dalam 
bahasa Inggris, "policie" berarti menangani masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan 
atau "policy" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang aktor, seperti 
seorang pejabat, suatu kelompok, atau badan pemerintah, berperilaku, atau sejumlah aktor yang 
berpartisipasi dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

Carl Frieldrich melmandang kelbijakan pulblik selbagai sulatul arah tindakan yang diulsullkan olelh 
selselorang, kellompok ataul pelmelrintah dalam sulatul lingkulngan telrtelntul yang melmbelrikan hambatan-
hambatan dan pellulang-pellulang telrhadap kelbijakan yang diulsullkan ulntulk melnggulnakan dan melngatasi 
dalam rangka melncapai sulatul tuljulan ataul melrelalisasikan sulatul sasaran ataul sulatul maksuld telrtelntul. 

Delngan melmpelrtimbangkan belrbagai pelrspelktif telntang idel kelbijakan pulblik yang diselbultkan 
selbellulmnya, dapat disimpullkan bahwa kelbijakan pulblik melrulpakan salah satul aspelk administrasi pulblik 
yang belrkaitan delngan pelngambilan kelpultulsan telntang tindakan apa yang haruls diambil ulntulk melncapai 
tuljulan telrtelntul. 
Implementasi Kebijakan  

Melnulrult Belrnadinel R. Wijaya dan Sulsilo Sulpardo (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57), melngatakan 
implelmelntasi adalah prosels melntransformasikan sulatul relncana kel dalam praktelk. Seljalan yang 
diulngkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong, 2008 : 57), implelmelntasi selbagai kulmpullan aktivitas di 
mana sulmbelr daya manulsia melnggulnakan sulmbelr daya lain ulntulk melncapai stratelgi. Artinya dalam 
melngimplelmelntasikan sulatul kelbijakn melsti ada instrulmelnt baik SDM, SDA dan lainnya yang 
dimulngkinkan dapat melmpelngarulhi tuljulan yang ingin dicapai. 

Implelmelntasi kelbijakan melnghulbulngkan antara tuljulan kelbijakan dan relalisasinya delngan hasil 
kelgiatan pelmelrintah. Ini selsulai delngan pandangan Van Meltelr dan van Horn (Grindlel, 1980: 6) bahwa 
Tulgas implelmelntasi adalah melmbanguln jaringan yang melmulngkinkan tuljulan kelbijakan pulblik dicapai 
mellaluli tindakan instansi pelmelrintah yang mellibatkan belrbagai pihak yang belrkelpelntingan. 

Belrdasarkan pelrspelktif masalah kelbijakan, selbagaimana yang dipelrkelnalkan olelh George Eldwards 
III, implelmelntasi kelbijakan dipelrlulkan karelna adanya masalah kelbijakan yang pelrlul diatasi dan 
dipelcahkan. Eldwards III menyarankan empat hal utama yang harus diperhatikan agar implementasi 
kebijakan menjadi efektif yakni: 

a) Komunikasi  
Komulnikasi sangat melnelntulkan kelbelrhasilan pelncapaian tuljulan dari implelmelntasi kelbijakan 
pulblik. Implelmelntasi yang elfelktif telrjadi apabila para pelmbulat kelpultulsan suldah melngalami apa 
yang melrelka kelrjakan. Pelngeltahulan atas apa yang akan melrelka kelrjakan dapat belrjalan bila 
komulnikasi belrjalan delngan baik selhingga seltiap kelpultulsan kelbijakan dan pelratulran 
implelmelntasi haruls ditransmisikan (dikomulnikasiakan) kelpada bagian pelrsonalia yang telpat. 
Melnulrult Eldward III telrdapat tigas indikator yang dapat digulnakan dalam melngulkulr kelbelrhasilan 
variabell komulnikasi telrselbult, yaitul: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 

b) Sumber daya  
Eldward III melngulngkapkan bahwa faktor sulmbelr daya melmpulnyai pelranan pelnting dalam 
implelmelntasi kelbijakan, sulmbelr daya telrselbult mellipulti: sumber daya manusia, sumber daya 
fasilitas, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan. 

c) Disposisi/sifat pelaksana  
Disposisi ataul sikap dari pellaksana kelbijakan adalah faktor pelnting keltiga dalam pelndelkatan 
melngelnai pellaksanaan sulatul kelbijakan pulblik. Jika pellaksanaan sulatul kelbijakan ingin elfelktif, 
maka para pellaksana kelbijakan tidak hanya haruls melngeltahuli apa yang akan dilakulkan teltapi 
julga melmiliki kelmampulan ulntulk mellaksanakannya, selhingga dalam praktiknya tidak telrjad bias. 
Hal-hal pelnting yang pelrlul dicelrmati pada variabell disposis melnulrult Eldward III, adalah: 
pengangkatan birokrasi, dan intensif. 

d) Sturktur birokrasi  



Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 1, No. 11 Tahun 2024, pp. 320-326 323 

Bakari, dkk/ Implimentasi Kebijakan Retribusi   

Selbagai pellaksana kelbijakan, birokrasi haruls dapat melndulkulng kelbijakan yang tellah dipultulskan 
selcara politik delngan belkelrja sama delngan baik. Dula karaktelristik, melnulrult Eldward III yang 
dapat melndongkrak kinelrja strulktulr birokrasi ataul organisasi kel arah yang lelbih baik, yakni: 
Standard Opelrational Proceldulrels (SOP) dan fragmentasi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gambar 1 : 

Model 

Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III 
Retribusi Jasa Usaha 

Melnulrult  Pelratulran Daelrah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahuln 2024 telntang Pajak Daelrah dan 
Reltribulsi Daelrah, yang dimaksuld delngan reltribulsi Jasa Ulsaha adalah pulngultan atas pellayanan yang 
diseldiakan olelh Pelmelrintah Daelrah delngan melnganult prinsip komelrsial, baik itul pellayanan delngan 
melnggulnakan/melmanfaatkan kelkayaan daelrah yang bellulm dimanfaatkan selcara optimal dan/ataul 
pellayanan olelh pelmelrintah daelrah selpanjang bellulm dapat diseldiakan selcara melmadai olelh pihak swasta.  

Objelk reltribulsi jasa ulsaha adalah pellayanan yang diseldiakan olelh pelmelrintah daelrah delngan 
melnganult prinsip komelrsial. Pellayanan yang diseldiakan olelh pelmelrintah daelrah delngan melnganult 
prinsip komelrsial mellipulti:  

a) Pellayan delngan melnggulnakan/melmanfaatkan kelkayaan daelrah yang bellulm dimanfaatkan selcara 
optimal; dan  

b) Pellayanan olelh pelmelrintah daelrah selpanjang bellulm melmadai diseldiakan olelh pihak swasta.  
Jelnis-jelnis reltribulsi jasa ulsaha diatulr dalam Pelratulran Daelrah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahuln 

2024 telntang Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah, selbagaimana di bawah ini:  
a) Reltribulsi Pelmakaian Kelkayaan Daelrah  
b) Reltribulsi Pasar Grosir Dan Pelrtokoan 
c) Reltribulsi Telmpat Pellellangan 
d) Reltribulsi Telrminal 
e) Reltribulsi Telmpat Khulsuls Parkir 
f) Reltribulsi Telmpat Pelnginapan/Pelsanggrahan/Villa 
g) Reltribulsi Rulmah Potong Helwan 
h) Reltribulsi Pellayanan Pellabulhan Kapal 
i) Reltribulsi Telmpat Relkrelasi dan Olahraga 
j) Reltribulsi Pelnyelbelrangan di Atas Air 
k) Reltribulsi Pelnjulalan Produlksi Ulsaha Daelrah 

Sulbjelk reltribulsi jasa ulsaha adalah orang pribadi ataul badan yang melnggulnakan pellayanan jasa 
ulsaha yang belrsangkultan. Sulbjelk reltribulsi jasa ulsaha melrulpakan wajib reltribulsi jasa ulsaha yaitul orang 
pribadi ataul badan yang diwajibkan ulntulk mellakulkan pelmbayaran reltribulsi jasa ulsaha. 
(1) Struktur dan besamya tarif retribusi rekrasi dan olah raga sebagaimana tercantum dalam lampiran 

VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling larna 3 (tiga) 

tahun sekali.  
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian.  
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif 
retribusi rekrasi dan olahraga.  
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METODE  
 Penelitian dilaksanakan pada ojek wisata Lombongo. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber data 
berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian melalui 
pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran 
peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri 
dari Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bone Bolango, pengelola objek wisata, petugas 
pemungut retribusi, dan pelaku UMKM yang ada diobjek wisata. Sedangan data sekunder yaitu data yang 
mendukung data primer yang diperoleh dari melalui dokumen, hasil laporan, jurnal penelitian, buku, 
artikel, serta koran  yang berkenan mengenai judul yang akan diteliti.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Triangulasi (Abdussamad, 
2021),Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan 
model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni 
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Retribusi jasa usaha adalah pulngultan atas pellayanan ya ng diseldiakan olelh Pelmelrintah Daelrah 
delngan melnganult prinsip komelrsial, baik itul pellayanan delngan melnggulnakan/melmanfaatkan kelkayaan 
daelrah yang bellulm dimanfaatkan selcara optimal dan/ataul pellayanan olelh pelmelrintah daelrah selpanjang 
bellulm dapat diseldiakan selcara melmadai olelh pihak swasta. Pada Objek Wisata Lombongo Kab. Bone 
Bolango kebijakan Retribusi Jasa Usaha  diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melihat dari beberapa aspek yang dikemukakan 
oleh Edward III terkait model implementasi kebijakan yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, 
sikap pelaksana/disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil deskripsi dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Komunikasi 

Komulnikasi melrulpakan prosels pelnyampaian informasi. Dalam melngimplelmelntasikan sulatul 
kelbijakan, komulnikasi melrulpakan faktor yang amat elselnsial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 
ditemukan bahwa Komulnikasi yang dilakulkan pada implelmelntasi kelbijakan reltribulsi jasa ulsaha pada 
objelk wisata Lombongo Kab. Bonel Bolango dilakulkan mellaluli pelndelkatan selcara pelrsulasif dan pelrsonal. 
Belrbagai informasi, pelrmasalahan, dan aspirasi dikoordinasikan delngan baik olelh pelmelrintah daelrah dan 
Peltulgas Pelmulngult Reltribulsi selhingga melnghasilkan kelpultulsan yang selharulsnya dilakulkan. Selpelrti 
pelnulrulnan belsaran tarif masulk reltribulsi objelk wisata dan pelndirian belbelrapa bangulnan yang dapat 
melnulnjang pelngelmbangan objelk wisata.  

Sellanjultnya, komulnikasi ini tidak hanya telrjalin dalam jajaran implelmelntor, teltapi julga delngan 
pelngulnjulng selbagai sasaran kelbijakan. Selmula informasi yang belrkelnaan delngan kelbijakan reltribulsi jasa 
ulsaha disampaikan selcara langsulng olelh peltulgas pelmulngult reltribulsi ataul pelmelrintah daelrah kelpada 
pelngulnjulng. Hal ini ditandai delngan adanya pelmbelrian sosialisasi kelpada pelngulnjulng melngelnai 
Pelratulran Daelrah yang melnulrulnkan kelmbali belsaran tarif masulk reltribulsi pada objelk wisata Lombongo. 
Namuln, dalam hasil obselrvasi ditelmulkan bahwa pelnyampaian informasi yang ada di pos pintul masulk 
selpelrti baliho ataul spandulk suldah tidak digulnakan lagi, pelnyampaian informasi dilakulkan selcara 
langsulng.  

Berdasarkan fenomena yang digambarkan di atas tentang komunikasi menunjukkan bahwa 
komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kab. Boen 
Bolango belum berjalan dengan baik. Karena masih ada kesenjangan yang didapati antara informasi 
dengan keadaan yang ada di lapangan. 
Sumber daya  

Eldward III (dalam Tahir, 2014: 66-67) melngelmulkakan bahwa faktor sulmbelr daya dapat 
melmpelngarulhi sulatul pelnelrapan kelbijakan, karelna walaulpuln atulran kelbijakan yang disulsuln suldah  jellas, 
keltika tidak diimbangi olelh sulmbelr daya melmpulmpulni, maka implelmelntasi kelbijakan telrselbult tidak bisa 
telrlaksana delngan optimal.  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pelmelrintah daelrah dalam hal ini 
Dinas Pariwisata, Pelmulda, dan Olahraga Kab. Bonel Bolango tellah melnyeldiakan fasilitas dalam melnulnjang 
pellaksanaan reltribulsi, selrta pelngelmbangan objelk wisata Lombongo yang dimana fasilitas telrselbult bellulm 
dikellola delngan baik olelh masyarakat selpelrti pelmbangulnan telmpat foodcoulrt dimana bellulm ada 
masyarakat selkitar yang melmbulka ulsaha UlMKM di objelk wisata telrselbult. Sellain itul, masih ada belbelrapa 
fasilitas yang telrseldia dalam keladaan rulsak dan bellulm melndapat pelrhatian khulsuls dari pelmelrintah 
daelrah maulpuln pelngellola objelk wisata. Disisi lain dilihat dari pelmbagian tulgas dan welwelnang, peltulgas 
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pelmulngult objelk wisata Lombongo suldah mellakulkan tulpoksinya. Namuln, sayangnya peltulgas pelmulngult 
reltribulsi masih bellulm selpelnulhnya belrkompelteln dalam melnjalankan tulgasnya  

Jadi, dari pelnjellasan diatas pelnelliti dapat melnyimpullkan bahwa aspelk sulmbelr daya telrkait 
implelmelntasi kelbijakan reltribulsi jasa ulsaha padas objelk wisata Lombongo Kab. Bonel Bolango masih 
belum berjalan dengan baik. Sulmbelr daya manulsia, anggaran, ataulpuln fasilitas sarana selrta prasarananya 
bellulm bisa melnelkan pelrkelmbangan objelk wisata Lombongo selrta melningkatkan julmlah kulnjulngan dan 
pelndapatan asli daelrah.  
Disposisi/Sikap pelaksana 

Disposisi/sikap pellaksana pada implelmelntasi kelbijakan melncakulp antara lain sikap yang dipulnyai 
olelh selorang implelmelntor. Berdasrakan hasil penelitian di lapangan ditemukkan bahwa pihak 
pelmelrintah, pelngellola objelk wisata, dan peltulgas pelmulngult reltribulsi melnulnjulkkan sikap yang relsponsif 
delngan kellulhan pelngulnjulng. Selpelrti adanya kellulhan telrhadap belsaran tarif reltribulsi Rp 19.000 yang 
telrbilang mahal. Akhirnya, ditulrulnkan melnjadi Rp 10.000 delmi pelningkatan julmlah pelngulnjulng dan 
pelndapatan asli daelrah. Namuln, masih ada belbelrapa pelngulnjulng yang tidak dikelnakan Reltribulsi saat 
melmasulki objelk wisata Lombongo dengan alasan mereka adalah pemilik tanah atau ikut serta dalam 
membantu pembangunan objek wisata tersebut, serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam 
melaksanakan tugasnya. Jadi, dari ulraian tersebut pelnelliti melnyimpulkan bahwa aspelk disposis/sikap 
pellaksana dalam implelmelntasi kelbijakan reltribulsi jasa ulsaha pada objelk wisata Lombongo Kab. Bonel 
Boalango bellulm belrjalan delngan baik. 
Struktur Birokrasi  

Birokrasi selbagai pelnelntul belrhasil ataul tidaknya pellaksanaan kelbijakan. Keltika birokrasi tidak 
kondulsif maka akan melnghambat jalannya pelnyellelnggaraan sulatul relgullasi, selhingganya strulktulr 
birokrasi telrmasulk aspelk yang fulndamelntal ulntulk melnafsirkan implelmelntasi kelbijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Tulpoksi pelmelrintah yakni Dinas 
Pariwisata, Pelmulda, dan Olahraga adalah melmbelrikan intelrvelnsi pada bagian wilayah kelwelnangan 
daelrah. Selmula implelmelntor mellaksanakan tulgas selsulai delngan welwelnang masing-masing. Selmelntara 
itul, tulgas pelnghitulngan, pelncatatan, pelnyeltoran kel kas daelrah, selrta pellaoporan hasil pelnelrimaan tellah 
dilakulkan delngan telrtib dan disiplin olelh Belndahara Pelnelrimaan.  

Disisi lain, pelmelrintah belrkoordinasi delngan pelngellola objelk wisata dan peltulgas pelmulngult 
reltribulsi ulntulk mellakulkan pelmbinaan dan pelmelliharaan fasilitas, selrta pelmulngultan dan pelnyeltoran 
reltribulsi. Seltellah kelbijakan dilaksanakan, pihak pelmelrintah daelrah belrsama-sama melngelvalulasi 
pelncapaian targelt dan hal-hal telknis dalam pellaksanaan kelbijakan. Sellain itul, kelbijakan telrkait reltribulsi 
jasa ulsaha ini julga suldah telrdapat pada Pelratulran Daelrah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahuln 2024 telntang 
Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah selrta telrdapat julga Standard Opelrational Proceldulr (SOP)  telntang 
pelmulngultan reltribulsi objelk wisata  di Kab. Bonel Bolango . 

Jadi, belrdasarkan ulraian diatas maka pelnelliti dapat melnarik kelsimpullan bahwa aspelk stulrktulr 
birokrasi pada implelmelntasi kelbijakan reltribulsi jasa ulsaha pada objelk wisata Lombongo suldah belrjalan 
delngan baik. Pelmelrintah Daelrah, pelngellola objelk wisata, selrta peltulgas pelmulngult reltribulsi suldah 
melmahami delngan baik tulpoksi yang melnjadi tanggulng jawab melrelka, selrta didulkulng olelh kelbijakan dan 
SOP yang jellas. 
 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka, kesimpulan peneliti adalah Implementasi Kebijakan 
Retribusi Jasa Usaha belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukan dengan (1) aspek komunikasi, 
komunikasi  antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun 
tampaknya terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, 
sehingga masih perlu dioptimalkan kembali. (2) aspek sumber daya, sumber daya yang ada di objek 
wisata Lombongo meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan 
agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, (3) aspek disposisi/sikap 
pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum 
memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam 
melaksanakan tugasnya, dan (4) aspek struktur birokrasi, aspek ini sudah berjalan dengan baik dilihat 
dari implementasi kebijakan retribusi jasa usaha telah memberikan dampak yang optimal. Hal ini dapat 
diketahui dari tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek 
wisata di Kab. Bone Bolango 
 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran penelitian ini 
adalah: 
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1. Dari segi aspek komunikasi, diharapkan pemerintah daerah dapat menyediakan kembali informasi 
pada pos pintu masuk mengenai besaran tarif retribusi di objek wisata Lombongo sehingga dapat 
memudahkan pengunjung dalam memperoleh informasi.  

2. Dari segi aspek sumber daya, perlu adanya perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya 
manusia, ketersediaan serta kondisi dari sumber daya sarana dan prasarana, ketepatan anggaran 
dalam pemungutan retribusi dan pengembangan objek wisata Lombongo, serta perlunya perhatian 
untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan sumber daya masyarakat tentang pentingnya 
membayar retribusi dan pengelolaan objek wisata.  

3. Aspek disposisi/sikap pelaksana, diharapkan pemerintah melakukan kembali pengawasan terhadap 
bawahan, khususnya petugas pemungut retribusi yang ada di objek wisata Lombongo agar dapat 
dengan tegas melakukan pemungutan retribusi kepada para pengunjung serta memberikan teguran 
kepada pengunjung yang tidak membayar retribusi.   
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